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ABSTRAK 

 

 Muamalah merupakan bagian dari kehidupan manusia yang 

mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain. Kegiatan  

yang termasuk dalam muamalah yaitu sewa-menyewa (ijarah). Sewa-

Menyewa (ijarah) adalah akad atas manfaat dengan memberi imbalan. 

Sewa-menyewa (ijarah) memiliki konsep saling tolong menolong. 

Sewa-menyewa (ijarah) merupakan akad atas manfaat dengan 

memberi suatu imbalan. Sewa-menyewa dalam pasal 1548 

KUHPerdata, menyatakan bahwa sewa-menyewa adalah suatu 

perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang, selama 

suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh 

pihak tersebut belakangan itu dipenuhi pembayarannya. Pada zaman 

ini banyak sekali tempat-tempat yang dijadikan tempat usaha, baik itu 

milik pribadi atau menyewa dengan orang lain. Salah satu tempat 

yang menyewakan lahan untuk dijadikan tempat usaha para pedagang 

UMKM untuk memperbaiki perekonomiannya pasca covid-19 di 

Lampung yaitu Waroeng Millenial. Dalam hal ini peneliti ingin 

meneliti lebih lanjut mengenai praktik sewa-menyewa tempat jualan 

di Waroeng Millenial dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

praktik sewa-menyewa tempat jualan di Waroeng Millennial 

Lampung dan bagaimana praktik sewa-menyewa tempat jualan di 

Waroeng Millenial Lampung dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik 

sewa-menyewa tempat jualan di waroeng millenial serta untuk 

mengetahui dan menganalisis praktik sewa-menyewa tempat jualan di 

Waroeng Millenial Lampung dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yang dilakukan untuk meneliti Praktik Sewa-menyewa Tempat Jualan 

Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Waroeng Millenial 

Lampung.  Sumber data yang diperoleh peneliti yaitu obesrvasi, 

wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif. 
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 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik 

sewa-menyewa tempat jualan di waroeng millenial pada awalnya 

menerapkan uang jaminan Rp. 3.000.000,- dan omset kotor 20% 

perharinya tanpa batas waktu, lalu berubah menjadi uang senilai Rp. 

3.000.000,-/tahun dan omset kotor 20% perhari tetapi disistem ini 

adanya penambahan harga yaitu uang listrik, wifi, dan lain-lain, 

kemudian sewa berubah lagi dengan membayar uang seminal Rp. 

700.000,-/bulan untuk stand yang berada di depan Waroeng Millenial 

dan Rp. 500.000,-/bulan untuk stand yang berada di dalam waroeng 

millenial tersebut. Maka, berdasarkan hasil penelitian tersebut praktik 

sewa-menyewa di Waroeng Millenial belum sepenuhnya sesuai 

dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan ada syarat yang belum 

terpenuhi yakni mengenai batas waktu sewa dan kerelaan atau 

keridhoan dari kedua belah pihak.  
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MOTTO 

 

                       

                         

                               

 

 “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyem- pitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang 

sudah ditalak) itu  sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya sampai  mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika 

mereka  menyusukan (anak-anak) mu dan musyawarahkanlah 

 di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan  jika  

kamu menemui kesulitan, maka  perempuan lain  

boleh menyusukan  (anak itu) untuknya.” 

(Q.S At-Talaq 6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul 

skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab 

judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu 

penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda dikalangan pembaca. Perlu adanya suatu penjelasan 

dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam 

penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul : 

Praktik Sewa-Menyewa Tempat Jualan Dalam Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Waroeng Millenial 

Lampung). Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang ada 

dalam teori.
1
 Praktik yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan 

secara nyata dalam menentukan harga sewa-menyewa. 

2. Sewa-Menyewa yaitu akad atau pernyataan kehendak para 

pihak; pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk 

diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh 

manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau 

pemilik barang yang diambil manfaatnya.
2
 

3. Tempat Jualan tempat merupakan ruang (bidang, rumah, dsb) 

yang tersedia untuk melakukan sesuatu.
3
 Jualan merupakan  

barang-barang yang dijual; dagangan; berdagang; berjualan 

sesuatu.
4
  Tempat jualan yang dimaksud dipenelitian ini adalah 

                                                             
 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 1210. 
 2 Jaih dan Hasanudin Mubarok, Fiqh Mu‟amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan 

Ju‟alah (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020), 3. 
3 Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1668.  
4 Ibid., 643.  
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suatu ruang atau lahan untuk dijadikan tempat berdagang atau 

berjualan sesuatu. 

4. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat 

(sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb); perbuatan meninjau.
5
 

5. Hukum Ekonomi Syariah merupakan peraturan-peraturan 

yang sifatnya memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia 

dalam bermasyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang 

berwajib, pelanggaran-pelanggaran peraturan tersebut 

berakibat diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu.
6
 

Menurut Hasanuz Zaman ekonomi Islam (syari’ah) adalah 

pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah 

terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan 

sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan 

kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban 

kepada Allah SWT dan masyarakat.
7
 Jadi, Hukum Ekonomi 

Syariah adalah seperangkat peraturan yang dibuat dan bersifat 

memaksa untuk mengatur masalah-masalah ekonomi sesuai 

dengan ajaran islam. 

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa 

judul skripsi ini adalah Praktik Sewa-Menyewa Tempat Jualan 

Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yaitu untuk 

meninjau tentang praktik sewa-menyewa di Waroeng Millenial 

berdasarkan hukum ekonomi syariah.  

 

B. Latar Belakang Masalah  

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan 

orang lain dalam segala aktfitasnya, maka dari itu manusia selalu 

terlibat dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia lain 

dalam suatu akad atau hubungan muamalah. Muamalah adalah 

hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan 

                                                             
5 Ibid., 1713. 
6 Cristine S.T Kansil, C.S.T & Kansil, Pokok-Pokok Hukum Dagang 

Indonesia, Edisi Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 3. 
7 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan 

Peradilan Agama (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 7–8. 
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ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain yang merupakan 

hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT.
8
  

Harga adalah komponen pemasaran yang bisa 

menentukan pendapatan suatu bisnis. Oleh karena itu, penentuan 

harga yang tepat tentu saja akan dapat menciptakan permintaan 

yang optimal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

penetapan harga sendiri menjadi faktor kunci untuk meraih 

keuntungan. Salah satu tujuan penetapan harga ialah untuk 

mencapai target bisnis, memperoleh keuntungan penjualan, 

meningkatkan dan mengembangkan produksi, serta memperluas 

target pemasaran bisnis itu sendiri.
9
 

Harga yang adil dalam Islam banyak digunakan dan yang 

telah mengkondisikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam 

objek barang cacat yang dijual, perebut kekuasaan, memaksa 

menimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang 

jaminan atas hak milik, dan sebagainya. Secara umum, mereka 

berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk 

objek yang sama serta pada waktu dan tempat diserahkan. Dalam 

proses menetapkan harga maka kaidah yang paling tepat untuk 

mengukurnya adalah jangan sampai menyebabkan kedua pihak 

merasa dirugikan. Harga yang ditetapkan kepada suatu barang 

atau produk yang dikeluarkan jangan sampai merugikan para 

pengguna dan jangan mengabaikan hak penjual untuk 

mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, harga yang 

ditetapkan jangan terlalu tinggi sehingga merugikan para pembeli. 

Pada waktu yang sama, harga juga tidak boleh terlalu rendah 

sehingga dapat merugikan diri sendiri. Sebaliknya, ia mesti berada 

posisi tengah atau sedang. Sejajar dengan sifat Ibadurahman 

(Hamba Allah) yang bersifat pertengahan dalam melakukan 

pembelanjaan sebagaimana yang dicatatkan dalam Al-qur’an surat 

Al-Furqan ayat 67: 

                                                             
8 Mustofa Iman, Fiqh Muamalah Kontemporer (Depok: PT Raja grafindo 

Persada, 2018), 6. 
9 Jordhi Frahansyah, Strategi Penetapan Harga, n.d., Diakses pada Tanggal 

15 Mei 2022. 
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Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) 

orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara 

wajar.
10

 

 

Sewa menyewa menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah sebuah perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikat diri untuk memebrikan kenikmatan suatu barang kepada 

pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga 

yang disanggupi oleh pihak tersebut.
11

 Sedangkan dalam islam 

sewa menyewa disebut dengan ijarah. Ijarah dalam islam di 

definisikan menjadi dua yaitu, upah-mengupah dan sewa 

menyewa. Ijarah dalam arti sewa-menyewa adalah akad untuk 

memberi pengganti atas manfaat suatu barang. Ijarah juga bisa 

dikatakan jual beli manfaat atas suatu barang.
12

 

Adapun dasar hukum sewa-menyewa terdapat dalam Q.S 

At-Thalaq (65):6 

                 

                         

                        

            

“Tempatkanlah mereka para (para istri) dimana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan 

jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka 

                                                             
10 Departemen Agama RI, AlQur‟an Dan Terjemahnya QS. Al-Furqan (25) 

Ayat 67 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015). 
11 R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, Pasal 1548 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) (Jakarta: Penertibit dan Percetakan, 2014). 
12 Iman, Fiqh Muamalah Kontemporer, 102.  
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berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan 

kandungannya, kemudian jika mereka menyusukkan (anak-anak) 

mu maka berikanlah imbalan kepada mereka; dan 

musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 

jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.”13 

 

Berdasarkan ayat tersebut bahwa ijarah diperbolehkan. 

Selain ayat tersebut ijarah juga di perbolehkan berdasarkan 

kesepakatan ulama atau ijma‟. Ijarah juga dilakukan berdasarkan 

qiyas. Ijarah diqiyaskan dengan jual-beli, hanya saja dalam ijarah 

yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.
14

 

Salah satu akad sewa-menyewa yang menarik bagi 

peneliti adalah kegiatan sewa-meneyewa tempat jualan di 

Waroeng Millenial. Waroeng Millenial ini menyediakan lahan 

untuk disewakan kepada para pedagang makanan atau minuman, 

berkonsep seperti pujasera (pusat jajanan serba ada). Dalam 

melaksanakan sewa-menyewa nya dilakukan antara owner 

Warroeng Millenial dengan para pedagang secara lisan yang mana 

sudah disepakati kedua belah pihak. Mengenai perjanjiannya, para 

penyewa ini di awal membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- 

sebagai uang jaminan.  

Namun, seiring berjalan nya waktu ada penambahan 

harga sewa untuk listrik, wifi, dan jika ada talent untuk mengisi 

nyanyi disana mereka juga harus iuran. Walaupun sudah di 

bicarakan lagi hal tersebut kepada pihak pedagang, banyak 

pedagang yang tidak menyetujui hal tersebut dikarenakan tidak 

sesuai dengan keuntungan mereka.  

Pada praktik dalam menentukan harga sewa menyewa 

perlu di perhatikan lagi sebab di dalam menentukan harga harus 

adil, kedua belah pihak sama-sama rela dan tidak ada yang 

keberatan agar tidak menimbulkan masalah. Pada dasarnya sewa-

                                                             
13 Departemen Agama RI, Al Quran Tajwid Dan Terjemahannya (Jakarta: 

Maghfirah Pustaka, 2008), 558. 
14 Ibid., 105. 
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menyewa adalah suatu kegiatan antara dua orang yang berakad 

untuk saling meringankan atau saling tolong menolong yang 

diajarkan oleh islam. 

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat penelitian dengan judul “Praktik Sewa-menyewa 

Tempat Jualan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

(Studi Kasus Waroeng Millenial Lampung)”. 

 

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian 

Fokus dan sub-Fokus penelitian ini meliputi praktik sewa-

menyewa tempat jualan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di 

Waroeng Millenial.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah 

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa tempat jualan di Waroeng 

Millenial? 

2. Bagaimana praktik sewa-menyewa tempat jualan di Waroeng 

Millenial dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Bersadasarkan pada masalah yang dibahas dalam skripsi, 

maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa di 

Warroeng Millenial. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik sewa-

menyewa tempat jualan di Waroeng Millenial dalam tinjuan 

hukum ekonomi syariah. 
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F. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang diambil dari penelitian ini yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat itu dapat 

diuraikan sebagai berikut. Adapun manfaat dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-

masukan dalam bidang hukum tertulis seperti peraturan 

mengenai praktik sewa-menyewa tempat di Waroeng Millenial 

dalam tinjuan Hukum Ekonomi Syariah. 

2. Manfaat Praktis  

 Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara nyata kepada : 

a. Bagi penulis, selain untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan program strata satu program studi hukum 

ekonomi syariah, juga untuk memperluas dan menambah 

pengetahuan mengenai praktik sewa-menyewa tempat di 

Waroeng Millenial dalam tinjuan Hukum Ekonomi Syariah. 

b. Bagi kalangan akademisi, untuk memberikan gambaran 

pemikiran, terutama yang berkesempatan dan berminat 

melakukan penelitian tentang praktik sewa-menyewa 

tempat di Waroeng Millenial dalam tinjuan Hukum 

Ekonomi Syariah.  

c. Bagi masyarakat pada umumnya, penulis berharap dengan 

sajian tulisan ini akan lebih ikut mencerdaskan kehidupan 

hukum masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih 

berhati-hati dalam menentukan langkah-langkah hukumnya 

terutama dalam melakukan praktik sewa-menyewa tempat 

di Waroeng Millenial dalam tinjuan Hukum Ekonomi 

Syariah. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

  Kajian penelitian terdahulu mengemukakan hasil 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian 

yang akan dilaksanakan. Kajian penelitian terdahulu dapat 

bersumber dari penelitian nasional dan penelitian internasional 

dalam bentuk artikel jurnal penelitian sebagai sumber yang 

relevan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan dari jurnal 

nasional yang disajikan sebagai berikut: 

1. Skripsi Andela, dengan judul Sistem Penetapan Harga Sewa 

Rumah Kos Dalam Perspektif  Hukum Islam. Penelitian ini 

membahas tentang sistem penetapan harga sewa rumah kos 

dikarenakan dalam penetapan harga sewa rumah kos antara 

penghuni baru dan penghuni lama berbeda. Bahwa hasil 

penelitian ini menunjukan perbedaan harga antara penghuni 

lama dengan penghuni baru dikarenakan faktor tingkat 

ekonomi keluarga, biaya kuliah, pertimbangan jarak rumah kos 

dengan tempat kuliah, negosiasi antara pemilik rumah dengan 

penyewa. Hal ini membuat ketidakadilan bagi penghuni baru. 

Praktik sewa-menyewa ini belum sah dikarenakan 

ketidakjelasan (gharar) antara pemilik kos dengan penghuni 

baru. Maka, sewa-menyewa ini menjadi batal karena penetapan 

harga yang belum merata.
15

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

sama-sama membahasa tentang sewa-menyewa. Perbedaan nya 

adalah di lihat dari tempat penelitian bahwa penelitian 

sebelumnya memilih tempat di rumah kos sedangkan 

penelitian ini memilih tempat di tempat jualan yaitu Waroeng 

Millenial. Perbedaan yang lainnya terdapat dalam penelitian ini 

adalah jika peneliti sebelum nya berdasarkan perspektif hukum 

islam, penelitian ini berdasarkan tinjauan hukum ekonomi 

syariah. 

2. Skripsi Febry Nur Khotimah, dengan judul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Penentuan Jasa Sewa Lahan Untuk Usaha. 

                                                             
15 Andela, ―Sistem Penetapan Harga Sewa Rumah Kos Dalam Perspektif 

Hukum Islam‖ (Skripsi,  UIN Raden Intan Lampung, 2020), 85. 
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Penelitian ini membahas tentang jasa sewa lahan untuk usaha 

dalam tinjauan hukum islam. Bahwa hasil penelitian ini adalah 

praktik sewa tersebut menggunakan akad ijarah. Penentuan 

harga yang dilakukan pada pemilik yaitu menyewa bangunan 

dan menyewa lahan, namun yang terjadi pada praktiknya akad 

ijarah pemilik lahan menentukan harga berdasarkan ukuran 

lahan dan fasilitas yang diberi kepada penyewa. Dianalisis 

berdasarkan hukum islam, penetapan harga dilakukan untuk 

kepentingan bersama, agar terciptanya keadilan Bersama pihak 

yang bersangkutan. Hal ini telah memenuhi syarat hukum 

islam yaitu berdasarkan keadilan dan kerelaan antara kedua 

belah pihak. Maka dalam hal ini diperbolehkan (mubah) 

berdasarkan hukum islam.
16

 

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah 

sama-sama membahas tentang sewa-menyewa. Perbedaanya 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

sebelumnya meneliti berdasarkan hukum islam sedangkan 

penelitian ini berdasarkan hukum ekonomi syariah. Penelitian 

sebelumnya membahasa tentang penetapan jasa sewa 

sedangkan penelitian ini membahas tentang penentuan harga 

sewa.  

3. Skripsi Agnestia Biduh Hamilanda, dengan judul Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar 

Malam. Penelitian ini mebahas tentang peruabahan harga pada 

biaya sewa lapak pasar malem. Bahwa hasil penelitian ini 

adalah perubahan harga pada sewa ini hanya untuk tempat 

permainan saja, tidak untuk penyewa lainnya. Perubahan harga 

yang terjadi atas penambahan biaya itu belum sesuai dengan 

hukum islam, karena hal tersebut melanggar salah satu syarat 

sah ijarah  dan belum sesuai dengan dasar hukum penetapan 

                                                             
16 Feby Nur Khotimah, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa 

Sewa Lahan Untuk Usaha‖ (Skripsi,  UIN Raden Intan Lampung, 2021), 72. 
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harga, karena terdapat ketidakrelaan dari peihak yang 

menambah lapak.
17

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

sama-sama meneliti tentang praktik sewa-menyewa. 

Perbedaanya adalah penelitian sebelumnya bedasarkan hukum 

islam sedangkan penelitian ini berdasarkan hukum ekonomi 

syariah.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara peneliti untuk 

mengumpulkan informasi terhadap data yang telah di dapatkan. 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah objek yang diteliti bersifat alamiah, objek 

alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya.
18

 Pada bagian 

ini terlebih dahulu akan dijelaskan hal-hal yang akan digunakan 

pada penelitian ini, yaitu: 

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini jika dilihat dari objeknya termasuk 

pada penelitian lapangan (field research) merupakan 

bentuk penelitian yang pada prilakunya dan kenyataan 

sekitarnya. Jenis penelitian ini dilakukan secara langsung 

di lapangan dengan tujuan untuk menemukan masalah 

yang bersifat mendalam kemudian memecahkannya. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan melakukan 

observasi langsung di Warroeng Millenial Lampung, 

Sukarame, Bandar Lampung. 

b. Sifat penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan 

                                                             
17Agnestia Biduh Hamilanda, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa 

Menyewa Lapak Pasar Malam‖ (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 87. 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Alfabeta: 

Bandung, 2014), 17–18.  
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gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau 

sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum.
19

 Dalam kaitan dengan penelitian ini 

adalah tentang penyewaan tempat jualan di Waroeng 

Millenial Lampung, Sukarame, Bandar Lampung. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian 

dengan ciri-ciri yang sama. Populasi sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
20

 Adapun 

populasi dalam penelitian ini berjumlah 17 pedagang terdiri 

dari 10 pedagang lama dan 7 pedagang baru di Waroeng 

Millenial Lampung dan 1 pemilik Waroeng Millenial 

Lampung. 

b. Sampel  

Sampel merupakan Sebagian dari populasi yang diteliti 

dalam suatu penelitian.
21

 Suharismi Arikunto menyatakan: 

apabila subjek kurang dari 100 orang, maka lebih baik 

diambil semua, namun jika populasinya besar dapat diambil 

10-15% atau 20-50% atau lebih.
22

 Berdasarkan jumlah 

sampel yang telah dijelaskan, penulis mengambil sampel 10 

pedagang lama dan 7 pedagang baru serta 1 pemilik 

Waroeng Millenial Lampung. 

 

 

 

                                                             
19 Ibid., 31. 
20 Ibid., 80. 
21 Suharismi Ari Kunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), 

130. 
22 Ibid., 131. 
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3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari: 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

oleh peneliti atau sumber data asli.
23

 Dalam hal ini data 

primer diperoleh dari hasil wawancara dengan owner 

Waroeng Millenial dan para pedagang di Waroeng 

Millenial. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah ada sehingga 

peneliti hanya mencatat, mengakses, atau meminta data 

tersebut.
24

 Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, 

dokumen-dokumen yang terhubung dengan masalah yang 

diteliti. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti 

menggunakan Teknik dan alat pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

 Observasi adalah cara mengumpulkan data penelitian 

melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap objek fenomena-fenomena yang dijadikan objek 

pengamatan.
25

 Observasi berarti pengamatan dalam setiap 

kegiatan untuk melakukan pengukuran.
26

 

 

                                                             
23Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-

Dimensi Kerja Karyawan (Jakarta: Gramedia, 2005), 32. 
24 Ibid., 38. 
25 Muljono Pudji Djaali, Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2018), 16.  
26 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian 

Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), 69. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden dan jawaban 

dari pertanyaan tersebut dicatat atau direkam dengan alat 

perekam (tape recorder).
27

 Wawancara merupakan proses 

tanya-jawab dalam penelitian dimana dua orang saling 

berhadapan mendengarkan informasi atau keterangan-

keterangan.
28

 Alasan peneliti menggunakan Teknik 

wawancara agar peneliti mendapat indormasi dari 

narasumber terpercaya. Wawancara ini dilakukan kepada 

lima orang pedangan di Waroeng Millenial dan satu 

owner Waroeng Millenial. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data tidak 

secara langsung.
29

 Dokumentasi pada umum nya 

merupakan metode untuk penelitian historis.
30

 Alasan 

penulis memakai Teknik dokumentasi agar menjadi bukti 

akurat untuk suatu penelitian tanpa adanya illegal data 

dari suatu penelitian. 

4. Metode Pengolahan Data 

Data yang terkumpul kemudian akan diolah dengan tahapan 

sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan data (editing) yang bertujuan untuk 

mengurangi kesalahan dalam pertanyaan. Metode ini 

untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang 

sudah benar dan relevan dengan data penelitian di 

lapangan. 

                                                             
27 Ibid., 67. 
28 Abu Achamd dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2005), 83. 
29 Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya, 70.  
30 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), 124.  
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b. Panduan data (coding) adalah pemberian tanda pada data 

yang diperoleh baik berupa penomoran atau penggunaan 

data, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, 

kelompok klasifikasi data menurut jenis atau sumbernya 

dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna 

memudahkan rekonstruksi serta analisis data. 

c. Sistemasi data (systematizing) adalah menempatkan data 

menurut kerangka sistematika pokok bahasa dan sub 

pokok bahasa berdasarkan pokok masalah. 

5. Metode analisis data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang bersumber pada wawancara, pengamatan, dokumen 

pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Setelah dibaca dan 

dipelajari maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data. 

Langkah selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan dan 

dikategorikan kemudian diakhiri dengan penafsiran. 

Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara sebagai berikut. 

a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber 

data yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa 

(ijarah). 

b. Mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dari 

sumber data yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa 

(ijarah). 

c. Hasil pemahaman tersebut kemudian dihubungkan 

dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. 

d. Menganalisa secara induktif yaitu dengan cara 

menguraikan fakta-fakta terlebih dahulu barulah 

dirumuskan menjadi suatu kesimpulan sesuai masalah 

penelitian. 

e. Menarik kesimpulan berupa aspek maslahat dan 

mafsadat tentang praktik sewa-menyewa tempat jualan 

di Warroeng Millenial Lampung. 



 

 
15 

I. Sistematika Pembahasan 

  Sistematika pembahasan dalam penelitian yang 

berjudul ‖Praktik Sewa-Menyewa Tempat Jualan Dalam Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah‖ berisi tentang keseluruhan penelitian 

yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir 

penelitian. Mempermudah penulisan dan pembahasan dalam 

skripsi ini maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

  Halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, daftar Riwayat hidup, daftar isi. 

  BAB I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari 

beberapa sub bab, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, 

focus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan 

sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan 

kepada bab selanjutnya.  

  Bab II berisi tentang landasan teori, dalam bab ini 

terdiri dari 2 sub yakni Akad dan Ijarah. Sub bab akad terdiri dari 

pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, 

macam-macam akad, asas-asas akad, dan berakhirnya akad. Sub 

bab Ijarah terdiri dari pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun 

dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, berakhinya akad sewa-

menyewa, sewa-menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. 

  Bab III berisi tentang Deskripsi objek penelitian 

dalam sub ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Gambaran Umum 

mengenai Waroeng Millenial Lampung, Pelaksanaan Praktik 

Penentuan Harga Sewa Menyewa Tempat Jualan Dalam Hukum 

Ekonomi Syariah 

  Bab IV berisi tentang analisis penelitian sub ini terdiri 

dari 2 bagian, yaitu praktik sewa menyewa tempat jualan di 
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Waroeng Millenial,  Praktik Sewa Menyewa Tempat Jualan Di 

Waroeng Millenial Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. 

  Bab V berisi tentang penutup, yaitu meliputi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad 

1. Pengertian Akad 

 Secara bahasa akad adalah: 

 ٍْ ياً ، يِ ِٕ ياً أوَْ يَعَُْ ٌَ رِبْطًا حِسِّ اءٌ أكََا َٕ ٍَ أطَْزَافَ انشَيْءِ، سَ بْطُ بيَْ ا نزَّ

 ٍِ ٍْ جَاَبِيَْ يِ ْٔ احِدٍأَ َٔ  جَاَبٍِ 

―Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara 

nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua 

sisi”.  

   

 Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada 

pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu 

pembicara atau dua pembicara.
31

  

 Menurut bahasa akad yang jamaknya al-„uqud 

mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini 

merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan dan 

mengikat.
32

  

 Menurut istilah, akad mempunyai dua makna yaitu: 

 Makna khusus akad yaitu ijab dan qobul yang 

melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad 

(ma‟qud „alaih). Makna khusus ini yang dipilih oleh 

Hanafiyah. Setiap istilah akad itu berarti ijab qobul kecuali 

ada dalil yang menunjukan makna lain.
33

 Pengertian akad 

                                                             
31 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada 

Keuangan Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 45. 
32 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), 1. 
33 Oni Syahroni dan M. Hasanuddin, Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad 

Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2016), 4–5. 
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yang dikemukakan al-Kamal Ibnu al-Humam yaitu perikatan 

yang ditetapkan dengan ijab dan qobul berdasarkan ketentuan 

syara‟ yang berdampak pada objeknya. Berdasarkan rumusan 

ini aspek penting akad adalah ijab dan qabul.
34

 

 Makna umum akad ialah sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Abu Bakar al-Jashash berarti setiap 

tindakan yang menjadi kebulatan tekad seseorang terhadap 

suatu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan 

kepada orang lain untuk dilaksanakan pada jalan, setiap 

tindakan yang mengharuskan manusia menanggung risiko 

darinya dan mempunya dampak hukum. Sedangkan Musthafa 

Ahmad al-Zarqa mendefinikan akad adalah akad bagian dari 

tindakan manusia. 

 Berdasarkan makna umum akad sebagaimana 

dijelaskan di atas, maka jual beli, sewa-menyewa dan semua 

akad mu‟awadhah lainnya, dan nikah dinamakan sebagai 

akad. Karena setiap pihak yang berkomitmen harus menepati 

janjinya dan terikat untuk menjalankan sesuai perjanjian.
35

 

 Dalam kajian hukum perdata Islam kontrak atau 

perjanjian disebut dekat akad. Secara terminology adalah 

pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan 

kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan 

akibat hukum pada objek perikatan. Ijab dan qabul 

dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan timbal 

balik para pihak yang bersangkutan.
36

 Akad adalah suatu 

perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dibenarkan oleh 

syar‟i yang menimbulkan akibat hukum. 

 

 

                                                             
34 Muhammad Harfin Zuhdi, ―Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi 

Ekonomi Islam,‖ Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 (2017): 

78–115, https://doi.org/https://journal.uinmataram.ac.id. 
35 Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, 2–3. 
36 Hasanuddin, Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya 

Dalam Ekonomi Syariah, 5. 
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2. Dasar Hukum Akad 

a) Al-Quran 

 Akad memiliki dasar hukum sesuai dengan Firman 

Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 1: 

                    

                            

            

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. 

Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang disebutkan 

kepada mu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika 

kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia 

kehendaki.
37

 

3. Rukun dan Syarat Akad 

Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian yang kukuh 

untuk tegaknya sesuatu. Menurut fuqaha  rukun berarti apa 

yang merupakan unsur asasi wujudnya swesuatu dan menjadi 

esensinya. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam 

suatu akad dikarenakan itu menjadi keabsahan dalam hukum 

Islam. Sedangkan, syarat secara bahasa berarti tanda yang 

dapat membedakan dari yang lain. Syarat merupakan sesuatu 

yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung. 

Posisi syarat berada di luar esensi kontrak itu karena yang 

menjadi esensi kontrak adalah rukun.
38

  

 

 

 

                                                             
37 Q.S. Al-Maidah (5): 1. 
38 Muhammad Romli, ―Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan 

Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdata,‖ Tahkim Vol. XVII No. 2 

(2021): Muhammad Romli, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v17i2.2364. 
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a. Rukun Akad 

Rukun akad sebagai berikut: 

1) „Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-

masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri 

dari beberapa orang. Seseorang yang berakad 

terkadang orang memiliki hak („aqid ashli) dan 

merupakan wakil dari yang memiliki hak. 

2) Ma‟qud „alaih, ialah benda yang diakadkan, seperti 

benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli, gadai, 

dan lain-lain. 

3) Maudhu‟ al-„aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok 

mengakadkan. Berbeda akad maka berbeda pula 

tujuan pokoknya. Dalam akad ijarah misalnya 

memberikan manfaat dengan adanya pengganti. 

4) Sighat al-„aqd ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan 

dari seseorang yang berakad berupa gambaran 

kehendaknya mengadakan akad. Sedangkan, kabul 

ialah perkataan yang dikatakan seseorang yang 

diucapkan setelah adanya ijab.
39

  

Adapun rukun akad menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah terdiri atas: 

1) Pihak-pihak yang berakad, yaitu orang-orang, 

persekutuan, atau badan usaha yang memiliki 

kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. 

2) Objek akad, yaitu amwal atau jasa yang dihalalkan 

yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. 

3) Tujuan pokok akad yaitu betujuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan pembangunan usaha masing-

masing pihak yang mengadakan akad. 

                                                             
39 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 51–52. 
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4) Kesepakatan.
40

 

b. Syarat Akad 

Para fuqaha menyatakan syarat akad terbagi menjadi 

empat macam, yaitu:
41

 

1) Syarat terjadinya akad (in‟aqad) 

Syarat in‟aqad adalah syarat terwujudnya akad 

mengenai sah atau batalnya akad menurut syara‟. 

Apabila syarat nya terpenuhi maka akad tersebut sah, 

jika tidak terpenuhi maka akad itu menjadi batal.  

Syarat ini dibagi menjadi dua macam: 

a) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi 

dalam setiap akad, meliputi shigat, akid, dan  

ma‟qud „alaih. 

b) Syarat khusus, yaitu syarat yang harus dipenuhi 

dalam sebagian akad, misalnya syarat yang harus 

dipenuhi pada murabahah dan salam. 

2) Syarat sah akad 

Syarat yang ditetapkan oleh syara‟ untuk timbulnya 

akibat hukum dari akad. Apabila syarat ini tidak ada 

maka akan menjadi fasid, tetapi tetap sah dan 

terwujud.  

3) Syarat nafaz (kelangsungan akad) 

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, 

yaitu: 

a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Orang yang 

melakukan akad ialah pemilik barang atau orang 

yang miliki kuasa atas barang tersebut untuk 

melakukan akad. Apabila tidak ada kepemilikan 

                                                             
40 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Mumalah Di Lembaga 

Keuangan Syariah Dan Bisnis Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 

44. 
41 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada 

Keuangan Syariah, 52–53. 
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atau kekuasaan, maka akad tidak bisa 

dilangsungkan, ia menjadi mauquf 

(ditangguhkan). 

b) Pada objek akad tidak ada hak orang lain, apabila 

ada hak orang lain di dalam objek akad, maka 

akadnya mauqu (tidak nafiz). 

4) Syarat luzum 

Pada dasarnya setiap akad itu megikat (lazim), seperti 

akad jual beli dan ijarah. Untuk lazimnya suatu akad 

disyaratkan tidak ada hak khiyar bagi para pihak yang 

memungkinkan di-fasakh-kannya akad oleh salah satu 

pihak yang berakad. Apabila di dalam aka dada hak 

khiyar, maka akad tersebut menjadi tidak mengikat 

(lazim) bagi orang yang memiliki hak khiyar 

tersebut.
42

 

4. Jenis-Jenis Akad 

Akad terbagi dalam beberapa macam, yaitu: 

a. Dari segi keabsahan akad terbagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Akad Shahih (Valid Contract) adalah akad yang 

memenuhi semua rukun dan syaratnya.
43

 Akad yang 

dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat 

memiliki akibat hukum yang ditimbulkan oleh pihak 

yang berakad.
44

 

2) Akad fasid (voidable contract) adalah akad yang 

semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang 

tidak terpenuhi.
45

 Akad yang terpenuhi rukun dan 

syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang 

                                                             
42 Ibid. 
43 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2012), 77. 
44 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada 

Keuangan Syariah, 56. 
45 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, 78. 
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merusak akad tersebut karena pertimbangan 

maslahat.
46

 

3) Akad bathal (void contract) yaitu akad dimana rukun 

dan syaratnya tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak 

menimbulkan akibat hukum perpindahan harta 

(harga/uang) dan benda kepada siapapun.
47

 

b. Dilihat dari penamaannya, maka akad dibagi menjadi 

dua, yaitu :
48

 

1) Akad Bernama (Al-„Uqud Al-Musamma) 

Akad yang penamaannya telah disebutkan dan 

diterangkan oleh syara‟. Wahbah az-Zuhaili dalam al-

Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuh menyebutkan 13 akad 

Bernama. Ketiga belas akad Bernama yang dimaksud 

adalah: jual beli, pinjam pengganti, sewa-menyewa, 

jualah, persekutuan, hibah, penitipan, pinjam pakai, 

pemberi kuasa, penanggungan, pemindahan utang, 

gadai, dan perdamaian. Ahli hukum klasik lainnya 

menyebutkan beberapa jenis akad lainnya yang 

berjumlah 25 menurut az-Zarqa’, yaitu: Jual beli, 

sewa-menyewa, penanggungan, pemindahan utang, 

gadai, jual beli opsi, penitipan, pinjam pakai, hibah, 

pembagian, persekutuan, bagi hasil, penggarapan 

tanah, pemeliharaan tanaman, pemberian kuasa, 

perdamaian, arbitrase, pelepasan hak kewarisan, 

pinjam mengganti, pemberian hak pakai rumah, 

penetapan ahli waris, pemutusan perjanjian atas 

kesepakatan, perkawinan, wasiat, dan pengangkatan 

pengampu.
49

 

 

                                                             
46 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2015), 155. 
47 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, 78.  
48 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 156. 
49 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad 

Dalam Fikih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 73–75. 
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2) Akad Tak Bernama 

Akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-

kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Akad tak 

bernama juga memiliki pengertian yaitu akad yang 

tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang 

khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri 

mengenainya.
50

 

c. Dari segi tujuan akad, akad terbagi menjadi tujuh, yaitu: 

1) Al-Tamlikat, akad yang bertujuan untuk pemilikan 

sesuatu, baik benda atau manfaatnya, contohnya jual 

beli dan ijarah. 

2) Al-Isqathat,  akad yang bertujuan menggugurkan hak-

hak, contohnya thalaq dan pemaafan qishas. 

3) Al-Ithlaqat, akad yang bertujuan menyerahkan 

kekuasaan kepada orang lain dalam suatu pekerjaan, 

contohnya wakalah. 

4) Al-Taqyidat, terhalangnya seseorang melakukan 

transaksi karena kehilangan kemampuan atau 

menahan seseorang melakukan transaksi karena gila 

atau bodoh. 

5) Al-Tausiqhat, akad yang bertujuan untuk menanggung 

atau memberi kepercayaan pada utang, contohnya 

kafalah, hiwalah, dan rahn. 

6) Al-Isytirak, akad yang bertujuan berserikat pada 

pekerjaan atau keuntungan, contohnya syirkah, 

mudharabah, muzara‟ah, dan sejenisnya. 

7) Al-Hafz, akad yang bertujuan untuk memelihara harta 

pemiliknya, seperti wadi‟ah.
51

 

 

                                                             
50 Ibid., 76. 
51 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada 

Keuangan Syariah, 60. 
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d. Dilihat dari sifat bendanya akad terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

1) Akad „ainiyah, akad yang disyaratkan untuk 

penyerahan barang. 

2) Akad ghairu „ainiyah, akad yang tidak perlu 

menyerahkan barang, karena tanpa menyerahkan 

barang akad itu sudah berhasil.
52

 

e. Dari segi kedudukannya akad terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) Akad pokok (al-„aqd al-ashli) 

Akad yang berdiri sendiri keberadaanya tidak 

tergantung pada hal lain. Termasuk dalam hal ini 

adalah semua akad yang keberadaanya karena dirinya 

sendiri. 

2) Akad asesoir (al-„aqd at-tab‟i) 

Akad yang keberadaannya tidak bisa berdiri sendiri, 

melainkan tergantung kepada hak yang menjadi dasar 

sah atau tidak sahnya akad tersebut.
53

 

f. Dari segi unsur tempo dalam akad dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1) Akad bertempo (al-„aqd az-zamani) 

Akad yang didalamnya mempunyai unsur waktu yang 

merupakan unsur asasi, unsur waktu merupakan 

bagian dari isi perjanjian. Dalam hal ini seperti sewa-

menyewa. 

2) Akad tidak bertempo (al‟aqd al-fauri) 

Akad di mana usnur waktu bukan merupakan bagian 

dari isi perjanjian. Dalam hal ini seperti jual beli yang 

dapat terjadi seketika tanpa unsur tempo.
54

 

                                                             
52 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 

55. 
53 Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih 
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g. Dari segi dilarang atau tidaknya oleh syara‟, akad dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1) Akad masyru‟  

Akad yang dibenarkan oleh syarak untuk dibuat dan 

tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad 

jual-beli, sewa-menyewa, mudharabah dan lain-lain. 

2) Akad Terlarang 

Akad yang dilarang oleh syarak untuk dibuat seperti 

akad jual beli janin, akad donasi anak di bawah umur, 

akad yang bertentang dengan ajaran islam.
55

 

h. Dari segi mengikat dan tidak mengikatnya akad dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1) Akad mengikat (al-„aqd al-lazim) 

Akad di mana apabila sudah terpenuhi rukun dan 

syaratnya, maka akad tersebut mengikat secara penuh 

kepada para pihak dan tidak boleh dibatalkan tanpa 

persetujuan dari pihak lain. 

2) Akad mengikat satu pihak 

Akad di mana salah satu pihak dapat membatalkan 

perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi 

pihak lain dapat mebatalkannya tanpa persetujuan 

pihak pertama.
56

 

i. Dari segi dapat dilaksanakannya dan tidak dapat 

dilaksanakanya akad dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Akad nafiz  

Akad yang dilakukan oleh orang yang mempunyai 

wewenang untuk melakukan akad tersebut. 

 

 

                                                                                                                                   
54 Ibid., 77–78. 
55 Ibid., 79. 
56 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, 84. 
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2) Akad mauquf 

Akad yang berasal dari orang mampu tapi tidak 

memiliki kekuasaan untuk melakukan akad tersebut.
57

 

j. Dari segi tanggungan, kepercayaan bersifat ganda dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1) „Aqd adh-dhaman  

Akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas 

kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan 

sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut 

sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya 

melalui akad tersebut dalam tanggungannya sekalipun 

sebagai akibat keadaan memaksa. 

2) „Aqd al-„amanah 

Akad di mana barang yang dialihkan melalui barang 

tersebut merupakan Amanah tanggung jawab 

penerima barang tersebut, sehingga ia tidak 

berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut, 

kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan 

hukum.
58

 

5. Berakhirnya Akad 

Akad berakhir jika telah mencapai tujuan akad. Dalam 

jual beli misalnya akad dianggap berakhir apabila barang telah 

berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Dalam 

akad gadai dan pertanggungan (kafalah) akad dipandang 

berakhir setelah utang dibayarkan.
59

 Untuk sewa-menyewa 

akad dianggap berakhir apabila sudah habis waktu atau sudah 

jatuh tempo. 

 

                                                             
57 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada 

Keuangan Syariah, 56. 
58 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, 85-86. 
59 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 152. 
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Adapun sebab berakhirnya akad sebagai berikut:
60

 

a. Berakhirnya akad dengan sebab fasakh. 

1) Fasakh dengan sebab akad fasid (rusak). 

2) Fasakh dengan sebab Khiyar. 

3) Fasakh dengan sebab iqalah (menarik kembali), salah 

satu pihak yang berakad menyesal kemudian hari, ia 

boleh menarik Kembali akad yang dilakukannya 

berdasarkan kridhoan pihak lain. 

4) Fasakh karena tidak adanya tanfiz (penyerahan 

barang/harga). 

5) Fasakh karena jatuh tempo (habis waktu akad).  

b. Berakhirnya akad karena kematian. 

c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin untuk akad 

mauquf.61
 

 

B. Ijarah 

1. Pengertian Ijarah 

 Ijarah secara bahasa berarti al-ajru, yang berarti 

imbalan terhadap sesuatu (al-jazau „alal „amal) dan pahala 

(tsawab). Kata ijarah juga bisa dikatakan al-ujrah yang 

berarti upah atau sewa (al-kara-a). al-ajru juga bisa dikatakan 

ganti (al-„iwadh), baik ganti itu diterima dengan didahului 

akad atau tidak.
62

 

 Menurut etimologi ijarah berarti menjual manfaat. 

Demikian pula menurut terminologi syara’. Definisi ijarah 

menurut pendapat para ulama fiqih:
63
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Keuangan Syariah, 61. 
61 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 61–62. 
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a. Ulama Hanafiyah 

ضٍ  ْٕ  عَقْدٌعَهيَ اْايَُاَفعِِ بعَِ

Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. 

b. Ulama Asy-Syafi’iyah:
64

 

ضٍ  ْٕ اْ لِإباَ حَتِبعَِ َٔ يتٍ يُباَحَتٍقاَبهِتٍَنهِْبذَْ لِ  ْٕ دَةٍيَعْهُ ْٕ ُْفعََتٍ يَقْصُ عَقْدٌعَهىَ يَ

ْٕ وٍ   يَعْهُ

Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud 

tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau 

kebolehan dengan pengganti tertentu.  

 

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah 

ْٕ ضٍ  ْٕ يَتً بعَِ هيِْكُ يَُاَ فعِِ شَىْ ءٍ يُباَ حَتٍ يُدَّ ةً يَعْهُ ًْ  تَ

Menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam 

waktu tertentu dengan pengganti.65  

 

 Ijarah adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara 

pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta 

atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu 

dan dalam waktu tertentu.
66

 Ijarah didefinisikan sebagai hak 

untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan pembayaran 

imbalan tertentu.
67

  

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

sewa-menyewa (ijarah) adalah sewa barang dalam jangka 

waktu tertentu dengan pembayaran. Sedangkan, menurut 

KUHPerdata sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dimana 

                                                             
64 Ibid., 121–22. 
65 Ibid., 122. 
66 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet 1 (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006), 150. 
67 Herlina Kurniati, ―Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka 
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pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 

kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang.
68

 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah 

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang 

atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau 

upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang 

itu sendiri. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan ijarah 

adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa 

antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk 

mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik 

objek sewa.
69

 

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian umumnya, 

merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). 

Ijarah dibagi menjadi dua: apabila objek transaksi berupa 

manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al‟ain 

(sewa-menyewa). Sedangkan bila objek nya suatu jasa dari 

tenaga seseorang disebut ijarah al-zimmah (upah-

mengupah).
70

 Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu 

saat sewa-menyewa berlangsung (akad sedang berlangsung), 

pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan 

uang sewanya (ujrah) kepada pihak yang menyewakan. 

Apabila akad sewa dilaksanakan, penyewa sudah memiliki 

hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak 

mengambil kompensasi sebab sewa adalah suatu akad timbal 

balik.
71

 Di dalam istilah Hukum Islam, orang yang 

menyewakan disebut mu‟ajir, sedangkan orang yang 

menyewa disebut musta‟jir, benda yang disewakan 

                                                             
68 Muhammad Soleh Amanullah, ―Pengalihan Hak Sewa Tanah Dalam 

Perspektif Fiqh Mu’amalah , KUHPerdata Dan KHES,‖ Al-Muamalat: Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2020): 34–54, https://doi.org/https://doi 

10.32505/muamalat.v5i1.1444. 
69 Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 

Keuangan Syariah, 151. 
70 Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Upah Pembajak Sawah Di Desa Klasem Pacitan,‖ Jurnal Al-‟Adalah Vol. 14 No. 2 

(2017): 483–506, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%.1909. 
71 Farid Wajdi dan Suhrawardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2020), 269. 
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diistilahkan ma‟jur dan uang sewa atau imbalan atas 

pemakaian manfaat barang tersebut disebut ujrah.
72

 

 Sewa menyewa adalah suatu akad transaksi berupa 

barang atau jasa untuk memperoleh manfaat dari barang atau 

jasa tersebut. 

2. Dasar Hukum Ijarah 

a. Al-Quran 

1) Q.S al-Qashash ayat 26-27
73

 

                        

                        

                            

                     

 

―Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu 

berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia 

sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya 

orang yang paling baik yang engkau ambil 

sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang 

kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syeikh Madyan) 

berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin 

menikahkan engkau dengan salah seorang dari 

kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan 

bahwa engkau bekerja padaku selama delapan 

tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, 

dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. 

Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk 

orang yang baik.‖ 

 

 

                                                             
72 Ibid., 156. 
73 Q.S Al-Qashash (28): 26-27.  
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2) Q.S At-Thalaq ayat 6
74

 

                 

                        

                     

               

―Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan 

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-

istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka 

melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak) mu dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika 

kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.‖  

 As-Sunnah 

1) Hadits Riwayat Bukhari dari Aisyah ra.: 

ٍْ بَُىِ اندِّيْمِ ْاَدِ  بكَْزٍ رَجُمً يِ ْٕ َٔ ابَُ سَهَّىَ  َٔ  ِّ لُ اللهُ صَهَّى اللهُ عَهيَْ ْٕ اسِْتأَ جَزَرَسُ

َٕ عَهىَ ُْ َٔ ا عَدَاُِ غَارَ ياً حَزِيُْاً،  َٔ َٔ ىَ  ِٓ ِّ رَا حِهتَيَْ ٍِ كُفَّارِ قزَُيْشٍ، فدََ فعََا انِيَْ دِيْ

رٍ بعَْدَ ثمََ ثِ نيَاَ لٍ بِزَا ْٕ ا ثَ ًَ ِٓ   .حِهتَيَْ

―Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang 

petunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dil, sedang 

orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir 

Quraisy. Kemudian keduanya (Rasul SAW dan Abu 

Bakar) memberikan kendaraan keduanya kepada 

orang tersebut dan menjanjikannya di gua Tsur 

sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya.‖75
 

 

                                                             
74 Q.S At-Thalaq (65): 6.  
75 M. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Bidayatu „I-Mujtahid Terjemahan 

Ibnu Rusyd (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 195. 
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2) Hadits Jabir RA: 

ْٓزَُِ اِ نىَ اْ  شَزَ طَ ظَ َٔ َٔ سَهَّىَ بعَِيْزً ا  ٍَ انَُّبيِِّ صَهَّى اللهِ  ُ باَ عَ يِ إََِّّ

 ايَدِ يُْتَِ.

―Sesungguhnya Jabir menjual unta kepada Nabi SAW 

dan menyaratkan menaikinya sampai di Madinah.‖76
 

 

3) Hadits Riwayat Ibnu Majah: 

ٌْ يَّجِفَ عُزُ قُُّ.  أعُْطُٕ ااْ لأَ جِيْزَ أَ جْزَُِ قبَْمَ اَ

―Berikanlah oleh mu upah orang sewaan sebelum 

keringatnya kering.‖77
 

 

b. Ijma’ 

 Ijma‟ adalah kesepakatan dari semua mujtahid yang 

berlaku di masa tertentu sesudah Nabi Muhammad SAW 

wafat. Adapun dasar hukum ijarah bahwa para ulama 

sepakat mengenai diperbolehkannya ijarah.
78

  

 Umat muslim pada masa sahabat telah berijma’ 

bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi 

manusia.
79

 Mengenai ijarah sebenarnya sudah 

mendapatkan ijma‟ ulama, berupa kebolehan setiap 

Muslim dalam berakad ijarah atau perjanjian sewa-

menyewa. Para ulama sepakat bahwa ijarah itu 

diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang 

membantah kesepakatakan (ijma‟). Bahwa Allah SWT 

telah mesyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk 

                                                             
76 Ibid., 195-196. 
77 Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2011), 193. 
78 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, 124. 
79 Iim Fahima, Fiqh Ekonomi (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), 98. 
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kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk 

melakukan kegiatan ijarah.
80

 

Dengan tiga dasar hukum yaitu, Al-Quran, Hadits, dan 

Ijma‟ maka dapat disimpulkan bahwa hukum sewa-

menyewa diperbolehkan sangat kuat karena ketiga dasar 

hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum 

Islam.
81

 Dari dasar hukum diatas bahwa ijarah disyariatkan 

untuk memberi keinginan kepada umat dalam pergaulan 

hidup. Dengan adanya sewa-menyewa (ijarah) keduanya 

saling mendapat keuntungan dan kedua belah pihak saling 

mendapatkan manfaat,
82

 

 

3. Rukun dan Syarat Ijarah 

a. Rukun Sewa-Menyewa 

 Menurut mayoritas para ulama, rukun ijarah adalah 

sebagai berikut: 

1) Pelaku akad (al-mu‟jir dan al-musta‟jir) 

 Al-mu‟jir terkadang juga disebut al-ajir yang 

keduanya mengacu pada makna yang sama, yang 

menyewakan. Orang-orang yang menyerahkan barang 

sewaan dengan akad ijarah (pemberi sewa). Istilah al-

ajir, yaitu orang yang menyewakan dirinya atau 

pekerja, sedangkan yang dimaksud al-musta‟jir adalah 

orang yang menyewa (penyewa).
83

 Pihak penyewa 

dan orang yang menyewa harus memenuhi syarat: 

harus ahli dalam menjalani akad, tidak boleh gila atau 

orang yang dilarang mengelola uangnya (mahjur), dan 

                                                             
80 Taufiqur Rahman, Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer (Lamongan: 

Academia Publication, 2021), 175. 
81 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi (Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 2013), 11. 
82 dan Sapiuddin Shidiq Abdul Rahman Ghazally, Ghufron Ihsan, Fiqh 

Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 277. 
83 Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 

Keuangan Syariah, 153. 
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harus atas kehendaknya sendiri, karena kata-kata 

orang yang dipaksa itu berpengaruh sekali terhadap 

terjadinya akad atau pembatalan kontrak. Dengan kata 

lain, kedua belah pihak yang berakad sudah dewasa 

dan tidak ada paksaan yang tidak dibenarkan menurut 

hukum Islam.
84

 

2) Shighat (ijab dan qabul) 

 Sebagaimana dalam halnya shigat jual beli, 

persyaratan shigat dalam ijarah juga sama dengan 

persyaratan shighat jual beli.
85

 Ijab qobul dalam sewa-

menyewa merupakan segala sesuatu, baik perkataan 

atau pernyataan lain yang menyatakan adanya 

persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu pihak 

yang menyewakan dengan pihak penyewa.
86

 

3) Objek Akad sewa/manfaat dan sewa/upah (ma‟qud 

„alaih) 

 Manfaat benda atau barang yang menjadi objek sewa, 

dan pembayaran (uang) sewa sebagai imbalan atau 

ganti dari manfaat barang atau benda yang menjadi 

objek sewa-menyewa. Syarat sahnya manfaat 

penyewaan adalah: hendaklah manfaat itu bisa ditaksir 

atau dihargai, hendaknya manfaat itu bisa 

dimanfaatkan oleh orang yang menyewa, hendaknya 

manfaat itu menuntut keseriusan dan tidak main-main, 

objek sewa-menyewa harus jelas dan bernilai, objek 

sewa haruslah barang yang halal, barang yang menjadi 

objek sewa harus dapat diserahkan dan dimanfaatkan, 

kemanfaatan objek sewa yang diperjanjikan harus 

                                                             
84 Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta: 

Prenamedia Group, 2015), 235. 
85 Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 
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diperbolehkan oleh agama, objek sewa dapat 

digunakan sesuai peruntukannya.
87

  

  Rukun sewa-menyewa dalam KHES Pasal 251, yaitu 

pihak yang menyewa (mustajir), pihak yang menyewakan 

(muajir), benda yang diijarahkan (ma‟jur), dan akad.
88

 

b. Syarat Sewa-Menyewa 

 Syarat sahnya perjanjian sewa-menyewa harus 

terpenuhi, sebagai berikut: 

1) Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian 

sewa-menyewa. Ketentuan ini berdasarkan firman 

Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29:  

                             

                      

         

 “Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (ridak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka diantara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu.”89 

 

2) Harus jelas dan terang mengenai objek yang 

diperjanjikan. 

Barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, 

termasuk juga masa sewa (lama masa sewa yang 

                                                             
87 Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 

Keuangan Syariah, 236-237. 
88 Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 

179. 
89 Q.S An-Nisa’ (4): 29.  
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berlangsung) dan besarnya uang sewa yang 

diperjanjikan. 

3) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai 

peruntukannya. 

Kegunaan barang yang diperjanjikan harus jelas dan 

dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan 

peruntukannya barang tersebut. Seandainya barang itu 

tidak dapat digunakan sebagaimana yang 

diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa itu 

dapat dibatalkan. 

4) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. 

Barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa 

harus dapat diserahkan sesuai dengan yang 

diperjanjikan. 

5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang 

diperbolehkan dalam agama. 

Perjanjian sewa-menyewa barang yang dimanfaatkan 

tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan 

wajib untuk ditinggalkan.
90

 

 Dalam KHES Pasal 261 bahwa uang ijarah tidak 

harus dibayar apabila  akad ijarah batal dan harga ijarah yang 

wajar atau ujrah al-miisli yaitu harga ijarah yang ditentukan 

oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.
91

 

 Adapun Objek ijarah yang diharuskan, yaitu objek 

ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang/jasa, manfaat 

barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan 

dalam kontrak, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat 

dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi 

manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah, manfaat harus 

dikenali secara spesifik agar tidak mengakibatkan sengketa, 

                                                             
90 Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 157–58. 
91 Sulistiani, Hukum Perdata Islam, 180. 



 

 
38 

spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 

jangka waktunya.
92

 

4. Macam-Macam Sewa-Menyewa 

 Dilihat dari segi objeknya, ijarah dapat dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu ijarah yang bersifat manfaat, 

misalnya sewa-menyewa tanah untuk pertanian, rumah, toko, 

kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Sewa-menyewa yang 

bersifat pekerjaan (jasa), ialah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan.
93

 

 Terdapat berbagai jenis ijarah antara lain:
94

 

a. Ijarah „Amal 

Ijarah „amal digunakan untuk memperoleh jasa dari 

seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. 

Penggunaan jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir 

dan upah yang dibayarkan kepada ajir disebut ujrah.  

b. Ijarah „Ain atau Ijarah Muthlaqah 

Ijarah „ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan 

penawaran aset dengan tujuan unutk mengambil manfaat 

dari aset tersebut tanpa harus memindahkan kepemilikan 

dari aset itu.  

c. Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan 

penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa 

yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek 

sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada 

saat tertentu sesuai dengan akad sewa. 
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d. Ijarah Multijasa 

Berdasarkan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 

tentang Pembiayaan Multijasa, yang dimaksud dengan 

pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan 

oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam 

memperoleh manfaat atau suatu jasa.
95

 

 

5. Berakhirnya Akad Sewa-Menyewa 

 Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan 

perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat 

dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian, karena 

termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu 

pihak meninggal dunia maka perjanjian tersebut tidak menjadi 

batal, selama masih ada objek perjanjian sewa-menyewa. 

Sebab keddudukannya bisa digantikan oleh ahli waris.
96

  

 Ijarah menjadi batal karena hal berikut: 

a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya 

ditangannya penyewa atau aib lama padanya. 

b. Rusaknya barang sewaan, seperti rumah dan binatang yang 

menjadi ain. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa 

menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan 

tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti 

selagi masih dapat dihanti.
97

 Dalam KHES Pasal 270, 

penyewa wajib membayar objek ijarah yang rusak 

berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya 

ijarah ditentukan melalui musyawarah.
98

  

c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesainya 

pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat 

halangan syar‟i yang mencegah fasakh.  

                                                             
95 Ibid., 156–57. 
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d. Menurut Hanafiyah salah seorang yang berakad meninggal 

dunia maka ijarah batal karena akad ijarah tidak dapat 

diwariskan. Sedangkan para ulama berpendapat bahwa 

akad ijarah tidak batal karena wafatnya salah satu pihak 

yang berakad karena manfaat bisa diwariskan dan akad 

ijarah sama dengan jual beli. 

e. Menurut Hanafiyah boleh memfasakhan ijarah, karena ada 

halangan (udzur) dari salah satu pihak.
99

 Yang dimaksud 

udzur disini adalah suatu halangan sehingga menyebabkan 

perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak mungkin dapat 

dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti tanah yang 

disita oleh apparat negara karena sebab tertentu.
100

 

6. Sewa-Menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah 

 Sewa-menyewa dalam kompilasi hukum ekonomi 

syariah dijelaskan pada bab XI kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah edisi revisi tahun 2011, yaitu:
101

 

1) Pasal 295 

Rukun ijarah adalah: 

a) Musta‟jir/pihak yang menyewa; 

b) Mu‟ajir/pihak yang menyewakan; 

c) Ma‟jur/benda yang diijarahkan; 

d) Akad 

2) Pasal 296 

a) Sighat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang 

jelas. 

b) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan 

atau isyarat. 

                                                             
99 Syamsul Hilal, ―Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,‖ 

Jurnal : Asas Vol. 5 No. 1 (2013), 
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3) Pasal 297 

Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau 

dibatalkan berdasarkan kesepakatan. 

4) Pasal 298 

a) Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan 

datang. 

b) Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh 

membatalkannya hanya karena akad itu masih belum 

berlaku. 

5) Pasal 299 

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan 

karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga. 

6) Pasal 300 

a) Apabila musta‟jir menjadi pemilik dari ma‟jur, maka 

akad ijarah berakhir dengan sendirinya. 

b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

juga pada ijarah jama‟i/kolektif. 

Syarat pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah. 

7) Pasal 301 

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-

pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan 

bertindak hukum. 

8) Pasal 302 

Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun 

jarak jauh. 

9) Pasal 303 

Mu‟ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. 

10) Pasal 304 

a) Penggunaan ma‟jur harus dicantumkan dalam akad 

ijarah. 
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b) Apabila penggunaan ma‟jur tidak dinyatakan secara 

pasti dalam akad, maka ma‟jur digunakan berdasarkan 

aturan umum dan kebiasaan. 

11) Pasal 305 

Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada maka 

akad itu batal.
102

 

12) Pasal 306 

a) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya 

batal. 

b) Harga ijarah yang wajar/ujrah al-mitsli adalah harga 

ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman 

dan jujur. 

Uang Ijarah dan Cara Pembayarannya 

13) Pasal 307 

a) Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau 

benda lain berdasarkan kesepakatan. 

b) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, 

pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma‟jur 

selesai digunakan, atau diutang berdasarkan 

kesepakatan. 

14) Pasal 308 

a) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat 

dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. 

b) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh mu‟ajir 

apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya. 

c) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh 

mu‟ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan oleh 

musta‟jir.
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Penggunaan Ma‟jur. 

15) Pasal 309 

a) Musta‟jir dapat menggunakan ma‟jur secara bebas 

apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak. 

b) Musta‟jir hanya dapat menggunakan ma‟jur secara 

tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas. 

16) Pasal 310 

Musta‟jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma‟jur 

kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang 

menyewakan. 

17) Pasal 311 

Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak musta‟jir meskipun 

ma‟jur ridak digunakan. 

Pemeliharaan Ma‟jur, Tanggung Jawab Kerusakan 

18) Pasal 312 

Pemeliharaan ma‟jur adalah tanggung jawab musta‟jir 

kecuali ditentukan lain dalam akad. 

19) Pasal 313 

a) Kerusakan ma‟jur karena kelalaian musta‟jir adalah 

tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad. 

b) Apabila ma‟jur rusak selama masa akad yang terjadi 

bukan karena kelalaian musta‟jir, maka mu‟ajir wajib 

menggantinya. 

c) Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai 

pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ma‟jur, 

maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan 

mereka yang dijadikan hukum.
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20) Pasal 314 

a) Apabila terjadi kerusakan ma‟jur sebelum jasa yang 

diperjanjikan diterima secara penuh oleh musta‟jir, 

musta‟jir tetap wajib membayar uang ijarah kepada 

mu‟ajir berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang 

diperoleh. 

b) Penetuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut 

pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah. 

Harga dan Jangka Waktu Ijarah. 

21) Pasal 315 

a) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan 

berdasarkan satuan waktu. 

b) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 

menit, jam, hari,bulan, dan atau tahun. 

22) Pasal 316 

a) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas 

dasar kebiasaan. 

b) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan 

para pihak. 

23) Pasal 317 

Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh 

musta‟jir, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau 

kebiasaan. 

Jenis Ma‟jur 

24) Pasal 318 

a) Ma‟jur harus benda yang halal atau mubah. 

b) Ma‟jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan 

menurut syari’at. 

c) Setiap benda yang dapat dijadikan objek bai‟ dapat 

dijadikan ma‟jur. 
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25) Pasal 319 

a) Ijarah dapat dilakukan terhadap keseluruhan ma‟jur 

atau sebagiannya sesuai kesepakatan. 

b) Hak-hak tambahan musta‟jir yang berkaitan dengan 

ma‟jur ditetapkan dalam akad. 

c) Apabila hak-hak tambahan musta‟jir sebagaimana 

dalam ayat (2) tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-

hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan 

kebiasaan. 

Pengembalian Ma‟jur 

26) Pasal 320 

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang 

ditetapkan dalam akad. 

27) Pasal 321 

a) Cara pengembalian ma‟jur dilakukan berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akad. 

b) Bila cara pengembalian ma‟jur tidak ditentukan dalam 

akad, maka pengembalian ma‟jur dilakukan sesuai 

dengan kebiasaan.
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